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ANTARA
PEMERINTAH EABUFATEN LANDAR
DERGAN
BADAN EEFEGAWAIAN NEGARA
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Poda harl ini Semn tanggal Schelas bulien Jisoari teban Dus Fbu Enam
Beliss bemempal di Jdakara, kami yang beriands tangan di lsesah ini
ming-muing

1. DR. Drs. ADRIANUS ASIA EIDODT, M.BL, sclels Bugani Lardak
berslumat dim Berkanr dl Jalan Rom Ngbang Pontanek, KM.3,
Pgubung, Kabmanas Barar, dalam hal ied erindak cesuk den miss
nama  Pemerinmh  Kaligsiien  Landak, Kelmarisn Barsd  yang
selanjumnya disebut FIHAK PERTARA.

1. EIMA HARIA WIBIBARA, selaiy Bepaln Badan Keprgawnsan Regem
bersdamat das berkantor di Jakin MogiEnd. Bunseo Nomor 13, Ciliian,
Jpkmrs Timur, 125840, dalees Bl ini betidak unbek dan sies nama
Badan Eepegrwaiss Megnm yang schinjulnya deebol sebags PIHAE
KEDIA

FIHAK PERTAMA cdan PIHAH KEMIA unbss selmpainim secam  teneima-

mams dischui schegai PARA FIHAR. welehih datiili mempsrimmtsnghsn

Fal-hnl mehagai berdost:

1. Undang-Undang Somuer 5 Tahen 2004 enlieyg Aparstur Sipll Regam;

3. Persfuran  Presidem Momor 34 Tahun 3010 denbang  Penggadbian
BlarsrgJuss Permermtah sebagaimann telah ompat knli diubah terskhir
dengan Peraburan Presides Bomor 4 Tahun 2015

1. Peraturan Menien Pendayaposass Aprabar Meogare dien Reformini
Bimkrisi Bepublli Indonesin Momor 13 Tahun 2114 bmidang Tain Cars



Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Linghkungan
Instansi Pemerintak;

4. Surat Bupati Landak Nomor : 821/835/BKPP-A penhal Permohonan
Fasilitasi Pelaksanaan Selelksi Terbuka Jabatan Pimpinan  Tiogs
Pratama; dan

5. Surat Kepala Pusat Penilalan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan
Kepegawalan Nepgara Nomor: 1 26-30/V 98-2/47 tanggal 16 Oktober
2015, perihal Fasilitasi Penilaian Kempetensi Pejabat Pimpnan Tinggi
Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama

mengenai hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

[1] Maksud Nota Kesepahaman ini adalah uniuk mesujudkan kerja sama
antara Pemerintah Kabupaten Landalk dengan Badan Kepegawaian
Megara dalam penilaian kompetensi Pegawal Negeri Sipil di lingkungsn
Pemerintah Kabupaten Landak.

(2] Tujuan Nota Kesepahamen ini adalah scbegei dasar Penyelenggaraan
penilaian kompetensi Pegawai Megeri Sipil di lhngkungan Pemerintah
Kabupaten Landalk.

Pagal 2
RUANG LINGHKUP

Ruang lingkup pelaksansan Nota Kesspahamaon ini yaitu penyelenggaraan
penilaian  kompetensi Pegawal  Negeri Sipil di lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Landals,

Pasal 3
PENYELENGGARAAN

Penvelenggaraan penilaian kompetensi sehagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dilaksanaksn ocleh PARA PIHAK sesuai dengan kewajiben dan haknya
maging-masing.
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Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK

Kewajiban dan Hak PIHAE PERTAMA:
a. Kewajiban:

1) untuk memberi date, informasi, dan keterangan-keterangan vang
merupakan kelengkapan penyelenggaraan penilaian kompetensi;
dan

2 menviapkan sarana dan prasarana.

. Hak :
Menjadikan hasil penilaian kompetensi sebagai dokumen masukan
untuk penempatan Pegawai Negeri Sipil.

Kewasjiban dan Hak PIHAK HEDTA:
a. Kewajiban:
1} menyediakan tenaga penilai kompetensi;
2} melakukan penilaian kompetensi; dan
3 melaporkan secara tertulis dan memaparkan hasil penilaian
kompetensi kepada PIHAK PERTAMA.

b. Hak :
Menjadikan hasil penilaian kompetensi untuk keperluan pembinaan
dan penvelenggaraan manajemen aparatur sipil negara Sccars
nasicnal.

Kewajiban PARA PIHAK:
a. menolak intervensl dari pihak manapun vang dapat mempengaruhi
hasil pentlaian kompetensi, dan

b. menjaga kerahasisan hasil penilaian kompetensi

Fasal 5
JANGHEA WAKTU

Motn Kesepshaman ini mulai berlaku  terhitung  mulai  tanggal
ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2016,

Mota Hesepahaman ini dapat diubah atan diperpanjang dengan
lesepakatan PARA PIHAK denpan waktu pengajuan paling lambat 1
{satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
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Pasal &
PEMBIAYAAN

Segala biaya vang timbul sebagmi akibat dari pelaksanaan Mota
Hesepahaman ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 dengan
berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

PIHAK KEDUA hanya menerima pembiavaan berupa honor fasilitator,
honor narasumber, honor tim kegiatan, dan biaya pegjalanan dinas
beserta akomodasi yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai standar hiaya.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat [2) didasarkan pada
surat penetapan, penugasan, dan/atag perminbaan tertulis oleh PIHAK
PERTAMA.

[Cralam hal PIHAK PERTAMA hanva menyampaikan permintaan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3], PIHAK KEDUA menindaklanjuti
dengan menerbitkan surat penetapan dan/atau sural penugasan.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban
vang tercantum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 yang
disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di haar
kekuasaan PARA PIHAK (force mojeurg] yang secara  langsung
berkaitan dengan pelaksanaan Nota Hesepahaman ind, maka segala
keterlambatan atau kegagalan tidak disnggap schegai kesalahan PARA
PIHAK.

Apabila terjadi foree mejenre sebapaimans dimeaksud pada ayat (1),
pihak vang mengalami foree majenre harus memberitashukan secara
tertulis mengenai tanggal terjadinys, penyebab, dan kewajiban yang
tertunda karena force mapeure dalam waktu selambat-lambatnya 7
[tujuh) han kalender, dengan melampirkan bukb-buktl vang layak atas
terjadinya force majeure tersebut.

Apabila dalam 7 {tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitabuan
vang dimaksud pada ayat [2) belum atau tidek ada tanggapan, pihak
yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat
sepala hak dan kewsjiban satu sama lan yang tertunda secara
musyvawarah.

Setelah berakhir atau dapat diatasinya force majeure tersebut, maka
pihak yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat Serree
mojerrre wajib segera melaksanakan  kewajiban-kewajibannya  yang
tertunda secara musyawarah untuk mufakat,
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Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISTHAN

Apabila di kemudian hari Gmbul permasalahan dalam  perbedaan
penafsiran dan/atau pelaksanasn Nota Kesepahaman ini antara PARA
PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mulakai.

Apabila tidak dapat diselesailan secara musyawarah untuk mufakat
sebagaimana dimalkaud pada avat (1), maka PARA PIHAK setuju untuk
menyelesailan melalai H:ngad:ilnn

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih
lanjut dalam perjanjian tambahan (edderdun), yang merupakan bagian
tiddak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
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Pasal 10
PENUTUP

Mota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangeni oleh PARA PIHAK
pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat scbagaimans dischutkan
pada awal Mota Kesepahaman ini, dibuat dalam ranghkap 2 [dua) asli,
masing-masing sama bunyinya, bermateral cukup, dan mempunyit
kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganl oleh PARA PIHAK,
dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Nota
Kesepahaman ini.,

Demikian  Mota  Kesepahamen ini dibuat  untok  dipatuhi dan
dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
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